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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan layanan publik digital di Indonesia yang belum
sepenuhnya terintegrasi. Saat ini, banyak layanan masih berjalan secara terpisah antarinstansi, sehingga
menimbulkan kendala seperti kurang efisiennya pelayanan, keterbatasan pertukaran data, serta menyulitkan
masyarakat dalam mengakses layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas integrasi
layanan publik digital serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi melalui pendekatan All Indonesia.
Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan pendekatan PRISMA, yang dilakukan
melalui tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan literatur. Dari proses tersebut,
diperoleh 25 artikel yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi
layanan digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, belum
optimalnya interoperabilitas sistem, ketidakselarasan regulasi, serta isu keamanan data. Oleh karena itu,
pendekatan All Indonesia dinilai memiliki potensi sebagai langkah strategis dalam mewujudkan layanan publik

digital yang lebih terintegrasi.

Kata kunci : All Indonesia, Integrasi Sistem, Layanan Publik Digital, PRISMA

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa
tahun terakhir telah mendorong perubahan signifikan
dalam penyelenggaraan layanan publik. Pemerintah di

berbagai negara mulai mengadopsi teknologi
informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi ini tidak hanya sebatas digitalisasi
proses manual, tetapi juga mencakup perubahan cara
kerja birokrasi agar lebih adaptif dan berorientasi pada
kebutuhan pengguna [1], [2]. Dalam konteks tersebut,
digital government menjadi salah satu pendekatan
penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan
yang modern.

Di Indonesia, berbagai inovasi layanan publik
digital terus berkembang melalui pengembangan
aplikasi dan sistem informasi oleh instansi pemerintah.
Digitalisasi ini memberikan kemudahan dalam akses
layanan serta mempercepat proses administrasi. Selain
itu, transformasi digital juga berkontribusi dalam
meningkatkan kinerja organisasi publik serta kualitas
layanan secara keseluruhan [3]. Namun demikian,
perkembangan tersebut masih belum diikuti dengan
integrasi sistem yang optimal antarinstansi.

Meskipun layanan publik digital terus
berkembang, implementasinya masih menghadapi
berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama
adalah terjadinya fragmentasi sistem, yaitu kondisi
ketika layanan dikembangkan secara terpisah tanpa
integrasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan
masyarakat harus mengakses berbagai platform yang
berbeda untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan,

sehingga menurunkan efisiensi dan kenyamanan
dalam penggunaan layanan publik [4].

Selain itu, kurangnya integrasi sistem berdampak
pada terbatasnya pertukaran data antarinstansi.
Padahal, integrasi data merupakan elemen penting
dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis
data dan peningkatan kualitas layanan. Permasalahan
lain yang turut memengaruhi adalah perbedaan standar
sistem, belum sinkronnya regulasi antarlembaga, serta
tantangan dalam interoperabilitas teknologi [5]. Di sisi
lain, isu keamanan data juga menjadi perhatian penting
seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi
dalam layanan publik [6].

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan
yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:
Menganalisis efektivitas integrasi layanan publik
digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi
dalam implementasi integrasi layanan publik digital.
Mengkaji potensi pendekatan All Indonesia sebagai
solusi dalam mewujudkan layanan publik digital yang
terintegrasi.

Untuk menjawab permasalahan yang telah
diidentifikasi, penelitian ini menggunakan metode
Systematic  Literature Review (SLR) dengan
pendekatan PRISMA. Metode ini dipilih karena
mampu  memberikan analisis yang sistematis,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
terhadap berbagai penelitian yang relevan. Proses
penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi
literatur, penyaringan berdasarkan relevansi, penilaian
kelayakan, serta analisis terhadap artikel yang terpilih.
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Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya
mengkaji berbagai temuan terkait integrasi layanan
publik digital, baik dari sisi efektivitas maupun
tantangan implementasinya. Hasil analisis tersebut
kemudian digunakan untuk merumuskan solusi yang
relevan, khususnya melalui pendekatan All Indonesia
sebagai model integrasi layanan publik digital yang
lebih terpadu. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kebijakan serta implementasi layanan
publik digital yang lebih efektif dan terintegrasi [7],

[8].

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Layanan Publik Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong
perubahan dalam penyelenggaraan layanan publik,
dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi
berbasis  elektronik. Layanan publik digital
memungkinkan  pemerintah  untuk  memberikan
pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah
diakses oleh masyarakat. Transformasi ini tidak hanya
berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada
perubahan proses bisnis dan pola interaksi antara
pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi sektor publik
merupakan bagian dari transformasi pemerintahan
yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas
layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi [1].
Selain itu, transformasi digital juga mencakup
perubahan organisasi secara menyeluruh, termasuk
budaya kerja, struktur organisasi, serta strategi
pelayanan [2].

Namun demikian, implementasi layanan publik
digital tidak selalu berjalan optimal. Banyak organisasi
publik masih berada pada tahap digitalisasi awal, yaitu
teknologi hanya digunakan untuk menggantikan
proses manual tanpa perubahan mendasar pada sistem
pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat
digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh
masyarakat.

2.2. E-Government dan Transformasi

Pemerintah

Konsep e-government merujuk pada penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah
untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik,
memperkuat  transparansi, serta meningkatkan
partisipasi masyarakat. Dalam perkembangannya, e-
government tidak hanya terbatas pada penyediaan
layanan digital, tetapi juga mencakup integrasi sistem
dan kolaborasi antarinstansi.

Transformasi  digital dalam  pemerintahan
memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan
adaptif agar pemerintah dapat merespons perubahan
kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat [3]. Selain
itu, transformasi digital yang efektif membutuhkan
dukungan tata kelola yang baik, termasuk koordinasi
antarlembaga dan pengelolaan data yang terintegrasi
[5]. Tanpa koordinasi yang kuat, implementasi e-

Digital

government berpotensi menciptakan sistem yang
terfragmentasi.

2.3. Integrasi Sistem dan Interoperabilitas

Integrasi sistem merupakan salah satu aspek
penting dalam pengembangan layanan publik digital.
Integrasi memungkinkan berbagai sistem yang
berbeda untuk saling terhubung dan berbagi data,
sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas
pelayanan. Konsep interoperabilitas menjadi kunci
dalam mewujudkan integrasi tersebut.
Interoperabilitas mengacu pada kemampuan sistem
yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar
informasi secara efektif.

Interoperabilitas tidak hanya mencakup aspek
teknis, tetapi juga melibatkan kesesuaian standar,
regulasi, serta proses bisnis antarorganisasi [8]. Tanpa
interoperabilitas, sistem yang dikembangkan oleh
masing-masing instansi akan berjalan secara terpisah.
Hal ini dapat menyebabkan duplikasi data,
keterbatasan pertukaran informasi, serta rendahnya
efisiensi layanan. Oleh karena itu, integrasi sistem
menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan
layanan publik digital yang lebih optimal.

2.4. Konsep One-Stop Government dan All

Indonesia

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam
integrasi layanan publik digital adalah konsep one-
stop government, yaitu penyediaan layanan publik
melalui satu platform terpadu. Konsep ini bertujuan
untuk menyederhanakan akses layanan bagi
masyarakat sehingga tidak perlu berpindah-pindah
sistem.  Pendekatan one-stop  service  dapat
meningkatkan pengalaman pengguna  serta
mengurangi kompleksitas dalam mengakses layanan
publik [4].

Dalam konteks Indonesia, konsep ini dapat
diadaptasi melalui pendekatan All Indonesia, yaitu
integrasi layanan publik digital lintas sektor dalam satu
ekosistem nasional. Pendekatan ini tidak hanya
berfokus pada integrasi teknologi, tetapi juga
mencakup integrasi kebijakan, data, serta proses bisnis
antarinstansi. Namun, implementasi konsep ini
memerlukan kesiapan yang matang, baik dari sisi
infrastruktur, regulasi, maupun sumber daya manusia.
Tanpa dukungan yang memadai, integrasi layanan
berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

2.5. Tantangan dalam Integrasi Layanan Publik

Digital

Meskipun integrasi layanan publik digital
menawarkan berbagai manfaat, implementasinya tidak
terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan
utama adalah ketimpangan infrastruktur digital
antarwilayah yang menyebabkan akses terhadap
layanan digital belum merata. Selain itu, perbedaan
standar sistem antarinstansi juga menjadi hambatan
dalam mewujudkan interoperabilitas.
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Banyak sistem dikembangkan tanpa
mempertimbangkan kemungkinan integrasi pada masa
depan, sehingga sulit untuk dihubungkan dengan
sistem lainnya. Isu keamanan data dan perlindungan
privasi juga menjadi tantangan penting dalam
pengembangan layanan publik digital [6]. Integrasi
sistem yang melibatkan pertukaran data dalam skala
besar meningkatkan risiko kebocoran data, sehingga
diperlukan mekanisme keamanan yang kuat. Selain
faktor teknis, tantangan juga muncul dari aspek
kelembagaan dan regulasi. Kurangnya koordinasi
antarlembaga serta belum sinkronnya kebijakan sering
kali menghambat implementasi integrasi layanan
publik digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi Tinjauan
Pustaka Sistematis atau Systematic Literature Review
(SLR) yang selaras dengan kerangka kerja PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses). Metodologi ini dipilih karena
memfasilitasi prosedur tinjauan pustaka yang
sistematis, transparan, dan dapat direplikasi untuk
menganalisis fenomena integrasi layanan publik
digital. Strategi ini memungkinkan studi untuk
mengumpulkan literatur yang relevan sambil
melakukan seleksi dan analisis sistematis untuk
menghasilkan  sintesis yang menyeluruh [9].
Pendekatan pengumpulan data melibatkan
pemeriksaan beberapa basis data ilmiah, termasuk
Google Scholar, Garuda, dan repositori internasional.
Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan
istilah yang relevan dengan isu penelitian, seperti
layanan publik digital, e-government, integrasi sistem,
dan inovasi layanan publik.

Materi yang dikumpulkan terdiri dari publikasi
penelitian yang berkaitan dengan integrasi layanan
publik digital, baik dalam konteks nasional maupun
internasional [10]. Prosedur pemilihan literatur
dilakukan dalam empat tahap utama mengikuti
diagram alir PRISMA, yaitu identifikasi, penyaringan,
kelayakan, dan inklusi. Pada fase identifikasi, semua
artikel yang diambil dari berbagai basis data
dikumpulkan tanpa melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap kesesuaiannya. Selanjutnya, pada fase
penyaringan, publikasi dipilih berdasarkan judul dan
abstrak untuk memastikan relevansinya dengan topik
penelitian. Artikel yang tidak sesuai dengan fokus
penelitian dibuang pada tahap ini.

Berdasarkan Gambar 1, proses penyaringan data
dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu identifikasi
sebanyak 320 artikel, penyaringan hingga 75 artikel,
dan inklusi 25 artikel yang memenuhi kriteria untuk
dianalisis. Tahap berikutnya adalah penilaian
kelayakan, yang melibatkan evaluasi menyeluruh
terhadap konten artikel untuk memastikan bahwa studi
tersebut berkaitan dengan integrasi layanan publik
digital dan memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap topik yang sedang diteliti. Artikel yang tidak
memenuhi persyaratan kelayakan dikeluarkan dari
proses seleksi. Pada fase terakhir, publikasi yang
memenuhi semua kriteria dipilih untuk analisis
komprehensif menggunakan metodologi kualitatif
[11].

Identifikasi
320 artikel ditemukan

!

Penyaringan
75 artikel hasil penyaringan

l

Inklusi
25 artikel terpilih

Gambar 1. Tahapan penyaringan data

Studi ini menggunakan kriteria inklusi dan
eksklusi dalam proses pemilihan literatur. Artikel yang
diikutsertakan adalah artikel ilmiah yang berkaitan
dengan layanan publik digital dan integrasi sistem,
diterbitkan dari tahun 2019 hingga 2025, serta relevan
dengan domain e-government. Secara bersamaan,
artikel yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan
integrasi layanan digital, tidak memiliki asal-usul
ilmiah, atau dianggap duplikat dikeluarkan dari
analisis. Metode pemilihan literatur mengungkapkan
bahwa dari 320 publikasi yang diidentifikasi, hanya 25
publikasi yang memenuhi semua kriteria dan
dimasukkan untuk analisis dalam studi ini.

Berdasarkan Tabel 1, data awal yang ditemukan
berjumlah 320 artikel. Setelah proses penyaringan, 75
artikel dinilai relevan pada tahap awal dan 25 artikel
dipilih sebagai bahan analisis akhir dalam penelitian
ini.

Tabel 1. Data pengumpulan literatur

Database Ditemukan | Penyaringan | Terpilih
Google

Scholar 150 40 15
Garuda 90 20 6

Databqse 80 15 4

Internasional
Total 320 75 25
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan terhadap 25 artikel terpilih

menunjukkan bahwa penelitian tentang layanan publik
digital di Indonesia dan di tempat lain didominasi oleh
studi yang berfokus pada digitalisasi
parsial layanan. Banyak studi menekankan penciptaan
aplikasi atau sistem tertentu dalam satu lembaga,
dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan dan
mengoptimalkan prosedur administrasi [12].
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Tabel 2. Daftar jurnal terpilih

No Penulis Tahun Fokus Penelitian Metode Temuan Utama
1 | Siregar etal. 2024 Digitalisasi layanan Kualitatif | Meningkatkan efisiensi layanan
kedatangan
2 | Tamaetal. 2025 | Layanan paspor digital Studi kasus | Mempercepat proses administrasi
Kurniawan et al. 2022 Eaiﬁmentas' layanan Kualitatif | Sistem tidak terintegrasi
4 | Purwanty & Daryanto 2024 EZ?Q Ia nan layanan Normatif | Risiko kebocoran data meningkat
5 | Madaki et al. 2024 | Integrasi e-government Kualitatif | Interoperabilitas sangat penting
6 | Susanto & Widagdo 2025 | Kebijakan layanan digital Normatif | Regulasi memengaruhi integrasi
Madhuwanthi & - . - o Layanan digital meningkatkan
7 Muthulingam 2020 | Digital public services Kualitatif akses
8 | Saleh 2019 | Layanan paspor online Studi kasus | Mempermudah akses layanan
9 | Toivonen & Saari 2019 Dlgltallsa5| layanan Kualitatif Dl_g_ltall_sa5| meningkatkan
publik efisiensi
10 Igl;;l;t;malawatl & 2023 | Evaluasi aplikasi digital Kualitatif | Perlu peningkatan kualitas sistem
11 | Assirojetal. 2021 | Integrasi sistem informasi | Kualitatif Integr_am menlngkatkan
koordinasi
12 | Anggaini & Iskandar 2022 gjlgﬂﬁmg' pelayanan Kualitatif | Teknologi mendukung efisiensi
13 | Parif & Tanniewa 2023 | Sistem layanan paspor Studi kasus | Digitalisasi mempercepat layanan
Efektivitas sistem ... | Sistem meningkatkan kinerja
14 | lhsan 2024 informasi Kuantitatif layanan
15 | Artauli et al. 2024 | Sistem informasi publik Kualitatif | Sistem meningkatkan transparansi
16 | Maharsi 2023 | Transformasi digital Kualitatif Tran'sforma5| meningkatkan
kualitas layanan
17 | Purbaetal. 2020 | Industri 4.0 Kualitatif ITeknoIog| mendorong inovasi
ayanan
18 | Triprastiwi & Niswah 2020 | E-government Kualitatif Eu?)tl)l\li meningkatkan pelayanan
19 | Bataha 2022 | Inovasi pelayanan publik Kualitatif | Inovasi meningkatkan efisiensi
20 | Majid et al. 2025 | Integrasi layanan digital Kualitatif Imwmymmm%ﬂ@n
efektivitas
21 | Herawati & Lestari 2025 | Inovasi layanan digital Kualitatif Edg;;g;saﬂ meningkatkan
22 | Siregar et al. 2024 Sls_tem 'ay?‘”a” Kualitatif | Integrasi mempercepat proses
terintegrasi
23 | Madaki et al. 2024 | Interoperabilitas sistem Kualitatif | Standardisasi sangat diperlukan
24 | Kurniawan et al. 2022 | Tantangan layanan digital | Kualitatif Lrtlzrnalztruktur menjadi hambatan
25 | Purwanty & Daryanto 2024 | Keamanan data digital Normatif | Perlindungan data sangat penting

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa penelitian
yang dianalisis dalam studi ini mencakup berbagai
fokus kajian, mulai dari digitalisasi layanan publik,
integrasi sistem informasi, hingga kebijakan dan
keamanan layanan digital. Sebagian besar penelitian
masih berfokus pada pengembangan layanan digital
secara sektoral, sementara kajian mengenai integrasi
layanan publik secara menyelurun masih relatif
terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
penelitian yang menjadi dasar penting dalam
pengembangan konsep integrasi layanan publik digital
melalui pendekatan All Indonesia [13], [14], [15].

Digitalisasi layanan publik telah menunjukkan
efek yang menguntungkan pada kinerja layanan.
Prosedur administratif yang dulunya memerlukan
waktu lama dapat dilaksanakan dengan lebih cepat,
sistematis, dan terdokumentasi. Selain itu, layanan
digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan
kapan saja dan dari lokasi mana saja, sehingga

meningkatkan fleksibilitas serta kualitas pengalaman
pengguna [9], [16]. Namun, temuan penelitian
menunjukkan bahwa pendekatan sektoral terhadap
digitalisasi menimbulkan masalah tambahan yang
ditandai dengan fragmentasi sistem.

Berbagai aplikasi yang dibuat oleh entitas
pemerintah berfungsi secara independen dan kurang
memiliki  konektivitas. Keadaan ini memaksa
masyarakat untuk menggunakan beberapa platform
untuk mendapatkan layanan yang berbeda-beda,
sehingga mengurangi efisiensi dan kenyamanan dalam
penggunaan layanan publik [17], [18]. Selain itu,
fragmentasi system berdampak buruk pada pertukaran
data antarorganisasi. Sistem yang tidak terintegrasi
menghambat proses koordinasi dan menunda
pengambilan keputusan. Dalam lingkungan ini,
integrasi sistem informasi menjadi kebutuhan untuk
meningkatkan efektivitas keseluruhan layanan publik
[19].
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Integrasi layanan publik digital memberikan
lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan
digitalisasi parsial. Sistem terintegrasi memfasilitasi
pembagian data pengguna di antara banyak lembaga,
sehingga meminimalkan redundansi data dan
meningkatkan akurasi informasi. Selain itu, integrasi
meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam
penyediaan layanan publik [10], [14]. Pendekatan All
Indonesia terhadap integrasi layanan publik digital
menandakan transformasi yang lebih luas dalam
pelaksanaannya. Strategi ini menekankan digitalisasi
layanan sekaligus integrasi teknologi dan data lintas
sektor ke dalam platform yang kohesif.

Integrasi tersebut menyederhanakan prosedur
layanan, meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan
efisiensi dengan menghilangkan kebutuhan interaksi
publik dengan berbagai sistem. Namun demikian,
pelaksanaan integrasi layanan digital menghadirkan
tantangan tertentu. Salah satu kekhawatiran utama
adalah disparitas dalam infrastruktur digital, terutama
di daerah dengan konektivitas internet yang tidak
memadai. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat
akses optimal ke layanan digital bagi seluruh warga
negara [17]. Selain itu, tantangan terkait
kompatibilitas sistem merupakan hambatan yang
cukup besar.

Banyak sistem dibuat menggunakan berbagai
standar, yang menyulitkan interoperabilitas lintas
platform. Kondisi ini menekankan perlunya
standardisasi sistem dan peningkatan kebijakan
teknologi dalam pengembangan layanan digital [11].
Masalah lain berkaitan dengan regulasi dan kolaborasi
antarlembaga.  Kebijakan yang berbeda dan
ketidaksesuaian  regulasi  sering  menghalangi
pelaksanaan integrasi layanan publik. Skenario ini
menunjukkan bahwa efektivitas integrasi tidak hanya
bergantung pada faktor teknologi, tetapi juga pada
dukungan kebijakan yang kuat dan tata kelola yang
baik [13].

Sebaliknya, kekhawatiran tentang keamanan data
merupakan tantangan signifikan dalam kemajuan
layanan publik digital. Integrasi teknologi ke dalam
platform terpadu meningkatkan bahaya terkait
perlindungan data pribadi, yang memerlukan
penerapan langkah-langkah keamanan ketat dan
regulasi  eksplisit untuk melindungi informasi
pengguna [10], [20]. Temuan dari studi ini
menunjukkan bahwa penggabungan layanan publik
digital melalui strategi All Indonesia memiliki potensi
besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
kualitas layanan publik. Keberhasilan pelaksanaannya
bergantung pada kesiapan infrastruktur,
interoperabilitas sistem, dan dukungan regulasi yang
memadai [9], [13].

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan
integrasi layanan publik digital tidak hanya ditentukan
oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan
kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Temuan ini
memperkuat bahwa pendekatan integrasi seperti All
Indonesia memerlukan sinergi antara aspek teknologi,

regulasi, dan tata kelola. Tanpa integrasi yang
menyeluruh, digitalisasi justru berpotensi
memperbesar fragmentasi layanan yang telah ada
sebelumnya.

5.  KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap 25 publikasi melalui
Systematic  Literature Review (SLR) dengan
pendekatan PRISMA menunjukkan bahwa digitalisasi
layanan publik mampu meningkatkan efisiensi,
aksesibilitas, dan transparansi. Teknologi informasi
memfasilitasi proses administratif yang lebih cepat
dan terorganisasi serta memperluas jangkauan layanan
kepada masyarakat. Namun demikian, temuan
penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan
digitalisasi layanan publik masih didominasi oleh
strategi sektoral, sehingga menimbulkan fragmentasi
sistem, rendahnya interoperabilitas antarlembaga,
keterbatasan pertukaran data, dan penurunan efisiensi
layanan secara keseluruhan. Integrasi layanan publik
digital melalui pendekatan All Indonesia dapat
menjadi  kerangka strategis untuk mengurangi
fragmentasi sistem karena konsolidasi dalam satu
platform mampu menyederhanakan operasi layanan,
meningkatkan  kolaborasi  antarlembaga, dan
mengoptimalkan penggunaan data dalam penyediaan
layanan publik. Meskipun memiliki potensi signifikan,
pelaksanaan integrasi layanan publik digital masih
menghadapi berbagai masalah, seperti kesenjangan
infrastruktur digital, interoperabilitas sistem yang
belum memadai, Kketidakselarasan regulasi, dan
meningkatnya ancaman keamanan data. Oleh karena
itu, pemerintah disarankan memperkuat infrastruktur
digital secara merata, menyusun standardisasi sistem,
meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi regulasi
antarlembaga, serta menempatkan keamanan dan
perlindungan data pribadi sebagai prioritas utama.
Penelitian  selanjutnya  disarankan  melakukan
investigasi empiris mengenai implementasi integrasi
layanan publik digital, khususnya terkait tingkat
penerimaan publik, efektivitas penggunaan sistem, dan
pengaruhnya terhadap kualitas layanan publik.
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